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ABSTRAK

Peradilan di Indonesia tidak hanya mengenal istilah hakim saja tetapi juga
istilah hakim ad hoc. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 48
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim ad
hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan
pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.Hakim ad hoc sendiri
diangkat pada peradilan khusus, yang merupakan pengadilan dalam salah satu
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam
lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata
usaha negara. Hakim ad hocmerupakan suatu bentuk representasi dari masyarakat
yang dapat ikut secara lansung dalam proses peradilan yang diharapkan mampu
menyelaraskan nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan norma yang ada pada
pengadilan. Komposisi majelis hakim yang lebih banyak dari ad hoc disebabkan
ketidakpercayaan masyarakat atas integritas dari hakim karir sehingga merasa
perlu direkrut hakim dari luar sebagai representasi perwakilan masyarakat.Hakim
ad hoc yang diangkat bertugas untuk menegakkan keadilan sesuai dengan
keahlian pada kasus tertentu.Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara yang mencabut Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, yang membuat status hakim di seluruh badan peradilan
mendapat status sebagai pejabat negara tetapi mengecualikan hakim ad hoc yang
berada di dalamnya. Didalam praktek sendiri hakim ad hoc memiliki pengaruh
yang cukup besar dalam persidangan karena memiliki suatu pandangan baru yang
berbeda dengan hakim karier.Banyak putusan hakim ad hoc yang dissenting
opinion yang dibenarkan dalam tingkatan peradilan banding dan kasasi. Penelitian
hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan dengan berbagai pendekatan
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